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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN

CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keseragaman,
kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan
penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam
Negeri, diperlukan Standar Operasional Prosedur
Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan
Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Standar Operasional
Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut
Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi,
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Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi
Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu
Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI
PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses seleksi
penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN
adalah pendidikan tinggi kepamongprajaan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri

3. Calon Praja adalah calon peserta didik IPDN yang telah dinyatakan lulus
seleksi oleh pejabat yang berwenang.

4. Penentuan akhir yang selanjutnya disingkat Pantukhir adalah
serangkaian seleksi tahap akhir yang mencakup pemeriksaan ulang
kesehatan, kesamaptaan dan wawancara.

5. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP
berupa tulisan dan diagram alur.

6. Verifikasi SOP adalah suatu proses menilai atau mengecek kebenaran
dan kesesuaian SOP.

7. Proses kerja adalah langkah-langkah yang sistematis dalam
melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.

8. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur
atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau
bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

9. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang
dilaksanakan berupa terseleksinya Calon Praja IPDN.
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Pasal 2

SOP Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
meliputi:

a. Penyusunan Kebutuhan Calon Praja IPDN;

b. Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN;

c. Seleksi Administrasi;

d. Tes Psikologi dan Tes Integritas;

e. Tes Kesamaptaan dan Kesehatan Provinsi;

f. Tes Kompetensi Dasar;

g. Pantukhir Tahap I;

h. Pantukhir Tahap II;

i. Penyerahan Calon Praja IPDN;

j. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 3

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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